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Abstract 

In the decision taken from case number 140/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, there are 

various elements that reflect the dynamics of law in handling economic cases. 

This case involves a lawsuit filed by the plaintiff against the defendant, with 

arguments related to breach of contract and unlawful acts. Through an analysis 

of this decision, various factors can be identified that influence the judge's 

decision, including the evidence presented, legal arguments, and interpretation 

of applicable regulations. The decision-making process by the judge in this 

case can provide insight into how the law functions in an economic context and 

how justice can be achieved through the justice system. By understanding these 

elements, we can better appreciate the complexities involved in handling 

economic crime cases. 
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Abstrak 
 

Dalam putusan yang diambil dari kasus nomor 140/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, terdapat berbagai elemen yang 

mencerminkan dinamika hukum dalam menangani perkara ekonomi. Kasus ini melibatkan gugatan yang 

diajukan oleh pihak penggugat terhadap tergugat, dengan argumen yang berkaitan dengan wanprestasi dan 

perbuatan melawan hukum. Melalui analisis terhadap putusan ini, dapat diidentifikasi berbagai faktor yang 

mempengaruhi keputusan hakim, termasuk bukti-bukti yang diajukan, argumen hukum, serta interpretasi 

terhadap peraturan yang berlaku. Proses pengambilan keputusan oleh hakim dalam kasus ini dapat 

memberikan wawasan mengenai bagaimana hukum berfungsi dalam konteks ekonomi dan bagaimana 

keadilan dapat dicapai melalui sistem peradilan. Dengan memahami elemen-elemen ini, kita dapat lebih 

menghargai kompleksitas yang terlibat dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana ekonomi.  

 

Kata Kunci: Tindak Pidana Ekonomi, Putusan Pengadilan, Penegakan Hukum. 

 
PENDAHULUAN 

Tindak pidana ekonomi merupakan salah satu isu krusial dalam sistem hukum di Indonesia, 

yang berpotensi merugikan perekonomian negara dan masyarakat. Dalam era globalisasi dan 

liberalisasi ekonomi, praktik-praktik yang melanggar hukum semakin kompleks dan beragam. 

Tindak pidana ekonomi tidak hanya mencakup penipuan, penggelapan, dan korupsi, tetapi juga 

melibatkan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan ekonomi. 

Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai tindak pidana ekonomi dan implikasinya 

terhadap masyarakat dan perekonomian sangat penting untuk dilakukan. Dalam konteks ini, penting 

untuk mengkaji bagaimana tindakan-tindakan tersebut dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan 

kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada(Lisnawati et al, 2017). Dengan 
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meningkatnya kasus-kasus tindak pidana ekonomi, masyarakat semakin membutuhkan 

perlindungan hukum yang efektif untuk mencegah kerugian yang lebih besar. 

Salah satu aspek yang menarik untuk diteliti adalah bagaimana putusan pengadilan dapat 

mempengaruhi penegakan hukum dalam kasus-kasus tindak pidana ekonomi. Putusan pengadilan 

tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga 

sebagai preseden hukum yang dapat memandu tindakan di masa depan. Dalam konteks ini, analisis 

terhadap putusan pengadilan menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan 

diinterpretasikan dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana ekonomi. Dengan 

menganalisis putusan yang diambil dari berbagai kasus, kita dapat melihat pola-pola yang muncul 

dalam penegakan hukum dan bagaimana hakim mempertimbangkan berbagai faktor dalam 

mengambil keputusan. Hal ini juga dapat memberikan gambaran mengenai konsistensi dan keadilan 

dalam penerapan hukum, serta dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. 

Dalam putusan yang diambil dari kasus nomor 140/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, terdapat 

berbagai elemen yang mencerminkan dinamika hukum dalam menangani perkara ekonomi. Kasus 

ini melibatkan gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat terhadap tergugat, dengan argumen 

yang berkaitan dengan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Melalui analisis terhadap 

putusan ini, dapat diidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan hakim, termasuk 

bukti-bukti yang diajukan, argumen hukum, serta interpretasi terhadap peraturan yang berlaku. 

Proses pengambilan keputusan oleh hakim dalam kasus ini dapat memberikan wawasan mengenai 

bagaimana hukum berfungsi dalam konteks ekonomi dan bagaimana keadilan dapat dicapai melalui 

sistem peradilan. Dengan memahami elemen-elemen ini, kita dapat lebih menghargai kompleksitas 

yang terlibat dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana ekonomi. 

Selain itu, penting untuk mengeksplorasi dampak sosial dan ekonomi dari putusan 

pengadilan tersebut. Tindak pidana ekonomi sering kali memiliki konsekuensi yang luas, tidak 

hanya bagi pihak yang terlibat dalam perkara, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. 

Kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan melanggar hukum ini dapat mengganggu stabilitas 

ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, analisis terhadap 

putusan pengadilan dalam konteks ini dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana hukum 

dapat berfungsi sebagai alat untuk melindungi kepentingan publik. Dengan memahami dampak dari 

putusan tersebut, kita dapat mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk 

memperbaiki sistem hukum dan mencegah terjadinya tindak pidana ekonomi di masa depan. 

Di sisi lain, tantangan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi juga perlu 

diperhatikan. Meskipun terdapat berbagai regulasi yang mengatur tindak pidana ekonomi, 

implementasi dan penegakan hukum sering kali menemui hambatan. Faktor-faktor seperti 

kurangnya sumber daya, korupsi, dan ketidakpahaman masyarakat terhadap hak-hak hukum mereka 

dapat menghambat proses penegakan hukum. Dengan memahami latar belakang masalah ini, 

diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dalam menangani tindak pidana ekonomi di 

Indonesia. Penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang 

kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat(Huda, 2008). 

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan pengadilan dalam 

konteks tindak pidana ekonomi, dengan fokus pada kasus nomor 140/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst. 

Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan 
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hukum, dampak sosial dan ekonomi dari putusan, serta tantangan yang dihadapi dalam penegakan 

hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum 

dan praktik penegakan hukum di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem 

hukum yang ada. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 

bagi para akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam upaya meningkatkan efektivitas 

penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi. 

Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan hukum dalam putusan pengadilan nomor 140/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst 

terkait dengan tindak pidana ekonomi? 

2. Apa dampak sosial dan ekonomi dari putusan pengadilan terhadap pihak-pihak yang terlibat 

dalam kasus tindak pidana ekonomi? 

3. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi 

berdasarkan putusan pengadilan yang dianalisis? 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis penerapan hukum dalam putusan pengadilan nomor 140/Pdt.G/2024/PN 

Jkt.Pst terkait tindak pidana ekonomi. 

2. Untuk mengevaluasi dampak sosial dan ekonomi dari putusan pengadilan terhadap pihak-pihak 

yang terlibat dalam kasus tindak pidana ekonomi. 

3. Untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak 

pidana ekonomi berdasarkan analisis putusan pengadilan. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus, yang bertujuan untuk menganalisis putusan pengadilan nomor 

140/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst terkait tindak pidana ekonomi. Penelitian ini akan mengumpulkan data 

melalui analisis dokumen, yaitu dengan menelaah isi putusan pengadilan serta dokumen-dokumen 

pendukung lainnya yang relevan, seperti berita acara persidangan, bukti-bukti yang diajukan, dan 

argumen hukum dari kedua belah pihak. Dengan fokus pada analisis konten, peneliti akan 

mengidentifikasi elemen-elemen kunci dalam putusan, termasuk pertimbangan hukum yang 

diambil oleh hakim, serta bagaimana hukum diterapkan dalam konteks kasus ini. Pendekatan ini 

diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika hukum yang terjadi 

dalam penanganan kasus tindak pidana ekonomi. 

Analisis data akan dilakukan dengan menggunakan teknik analisis konten, di mana peneliti 

akan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari putusan pengadilan dan dokumen terkait. 

Penelitian ini juga akan membandingkan hasil analisis dengan teori-teori hukum yang relevan dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengevaluasi konsistensi dan keadilan dalam 

penerapan hukum. Selain itu, penelitian ini akan mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi 

yang melatarbelakangi kasus tersebut, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif 

mengenai tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi. 

Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan 

bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik penegakan hukum di Indonesia, serta memberikan 

rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum yang ada. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penerapan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Nomor 140/Pdt.G/2024/Pn Jkt.Pst Terkait 

Dengan Tindak Pidana Ekonomi 

Dalam menganalisis putusan pengadilan nomor 140/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, penting untuk 

menelaah pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim. Putusan ini mencerminkan bagaimana 

hakim mengevaluasi fakta-fakta yang ada dan menerapkan prinsip-prinsip hukum yang relevan. 

Dalam konteks ini, hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk bukti yang diajukan 

oleh kedua belah pihak, argumen hukum yang disampaikan, serta konteks sosial dan ekonomi yang 

melatarbelakangi kasus tersebut. Pertimbangan ini tidak hanya mencakup aspek legalitas, tetapi 

juga keadilan dan kepentingan publik. Misalnya, dalam kasus ini, hakim harus menilai apakah 

tindakan yang dilakukan oleh tergugat memenuhi unsur-unsur tindak pidana ekonomi yang diatur 

dalam perundang-undangan. Dengan demikian, analisis isi putusan ini memberikan gambaran yang 

jelas mengenai bagaimana hakim berupaya mencapai keputusan yang adil dan sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku, serta bagaimana keputusan tersebut dapat mempengaruhi persepsi 

masyarakat terhadap keadilan. 

Selanjutnya, interpretasi hukum dalam putusan ini menjadi aspek penting yang perlu 

diperhatikan. Dalam kasus ini, hakim harus mengidentifikasi dan menerapkan peraturan perundang-

undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan peraturan-

peraturan lain yang mengatur tindak pidana ekonomi. Proses interpretasi ini melibatkan pemahaman 

yang mendalam mengenai norma-norma hukum yang ada, serta bagaimana norma-norma tersebut 

dapat diterapkan dalam konteks fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Hakim juga harus 

mempertimbangkan preseden hukum yang ada, yang dapat mempengaruhi keputusan dalam kasus 

serupa di masa depan. Misalnya, jika terdapat putusan sebelumnya yang memiliki kesamaan fakta, 

hakim mungkin akan merujuk pada putusan tersebut untuk memastikan konsistensi dalam 

penerapan hukum. Dengan demikian, interpretasi hukum yang dilakukan oleh hakim tidak hanya 

berfungsi untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga untuk memberikan panduan bagi praktik 

hukum di masa yang akan datang, sehingga menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim dalam putusan ini juga sangat penting 

untuk dianalisis. Dalam konteks ini, elemen-elemen kunci yang mempengaruhi keputusan hakim 

mencakup bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat, serta argumen hukum yang 

disampaikan oleh kedua belah pihak. Bukti yang kuat dan relevan dapat memberikan pengaruh 

signifikan terhadap keputusan hakim, sementara argumen yang tidak didukung oleh bukti yang 

memadai dapat mengurangi bobotnya. Selain itu, faktor-faktor eksternal seperti opini publik, 

kondisi sosial, dan dampak ekonomi dari keputusan juga dapat mempengaruhi pertimbangan hakim. 

Misalnya, jika masyarakat luas menganggap bahwa tindakan tergugat merugikan kepentingan 

publik, hakim mungkin merasa terdorong untuk mengambil keputusan yang lebih tegas. Oleh 

karena itu, analisis terhadap faktor-faktor ini memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai 

dinamika yang terjadi dalam proses pengambilan keputusan, serta bagaimana keputusan tersebut 

dapat mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh Masyarakat(Widodo, 2020). 

Dalam putusan ini, hakim juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan 

kepastian hukum. Keadilan tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukum, tetapi juga dari perspektif 

moral dan etika. Hakim perlu memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya memenuhi 
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ketentuan hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. 

Misalnya, jika putusan tersebut dianggap tidak adil oleh masyarakat, hal ini dapat mengurangi 

kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Selain itu, kepastian hukum menjadi penting untuk 

memberikan rasa aman bagi masyarakat dan pelaku usaha. Dengan demikian, penerapan hukum 

dalam putusan ini harus mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan 

publik, serta memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini juga 

mencakup bagaimana putusan ini dapat menjadi acuan bagi kasus-kasus serupa di masa depan, 

sehingga menciptakan konsistensi dalam penegakan hukum. 

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana putusan ini dapat menjadi preseden 

bagi kasus-kasus serupa di masa depan. Putusan pengadilan tidak hanya berfungsi untuk 

menyelesaikan sengketa yang ada, tetapi juga untuk memberikan panduan bagi praktik hukum di 

masa yang akan datang. Dengan demikian, keputusan yang diambil oleh hakim dalam kasus ini 

dapat mempengaruhi cara hukum diterapkan dalam kasus-kasus tindak pidana ekonomi lainnya. 

Oleh karena itu, penting untuk menganalisis dampak jangka panjang dari putusan ini terhadap 

sistem hukum dan praktik penegakan hukum di Indonesia. Hal ini juga mencakup bagaimana 

putusan ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap keadilan dan efektivitas sistem 

hukum. Jika putusan ini dianggap berhasil dalam menegakkan keadilan, maka hal ini dapat 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan mendorong kepatuhan terhadap 

hukum. 

Secara keseluruhan, penerapan hukum dalam putusan pengadilan nomor 

140/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst mencerminkan kompleksitas yang terlibat dalam penanganan kasus 

tindak pidana ekonomi. Melalui analisis yang mendalam terhadap pertimbangan hukum, 

interpretasi hukum, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan, kita dapat memahami 

bagaimana hakim berupaya mencapai keputusan yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik 

penegakan hukum di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum 

yang ada. Dengan demikian, hasil dari analisis ini tidak hanya relevan untuk kasus yang sedang 

dianalisis, tetapi juga untuk pengembangan hukum di masa depan, sehingga dapat menciptakan 

sistem hukum yang lebih responsif dan adil bagi seluruh masyarakat. 

Dampak Sosial Dan Ekonomi Dari Putusan Pengadilan Terhadap Pihak-Pihak Yang Terlibat 

Dalam Kasus Tindak Pidana Ekonomi 

Putusan pengadilan nomor 140/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst memiliki konsekuensi yang 

signifikan bagi kedua belah pihak yang terlibat, yaitu penggugat dan tergugat. Bagi penggugat, 

putusan ini dapat menjadi sumber kelegaan dan pemulihan atas kerugian yang dialami akibat 

tindakan tergugat. Jika putusan menguntungkan penggugat, mereka mungkin mendapatkan ganti 

rugi yang dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi finansial mereka, membayar utang, atau 

bahkan menginvestasikan kembali dalam usaha mereka. Namun, jika putusan tidak 

menguntungkan, penggugat mungkin merasa dirugikan dan kehilangan kepercayaan terhadap 

sistem hukum, yang dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk mengajukan gugatan di masa 

depan. Di sisi lain, bagi tergugat, putusan ini dapat berdampak negatif, terutama jika mereka 

diwajibkan untuk membayar ganti rugi atau menghadapi sanksi hukum lainnya. Hal ini dapat 

mengganggu stabilitas finansial mereka dan mempengaruhi reputasi bisnis mereka di pasar. Dalam 
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beberapa kasus, tergugat mungkin harus melakukan restrukturisasi bisnis atau bahkan menghadapi 

kebangkrutan akibat putusan tersebut. Dengan demikian, analisis kerugian atau keuntungan yang 

dialami oleh masing-masing pihak setelah putusan sangat penting untuk memahami dampak 

langsung dari keputusan hukum ini, serta bagaimana hal ini dapat mempengaruhi hubungan antara 

penggugat dan tergugat di masa depan(Muhammad, 2007). 

Dampak putusan ini juga meluas ke masyarakat secara keseluruhan, terutama dalam hal 

kepercayaan terhadap sistem hukum. Ketika masyarakat melihat bahwa putusan pengadilan dapat 

memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik 

terhadap sistem hukum dan lembaga peradilan. Sebaliknya, jika putusan dianggap tidak adil atau 

tidak konsisten, hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan 

menciptakan skeptisisme terhadap kemampuan sistem hukum untuk melindungi hak-hak individu. 

Misalnya, jika masyarakat merasa bahwa putusan tersebut tidak mencerminkan keadilan, mereka 

mungkin enggan untuk melaporkan tindakan melanggar hukum di masa depan, yang dapat 

mengakibatkan meningkatnya angka kejahatan dan pelanggaran hukum. Selain itu, putusan ini juga 

dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi, terutama jika masyarakat merasa bahwa tindakan 

melanggar hukum tidak akan mendapatkan sanksi yang setimpal. Ketidakpastian hukum dapat 

menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi, karena pelaku usaha mungkin ragu untuk 

berinvestasi dalam lingkungan yang dianggap tidak aman. Oleh karena itu, penting untuk menilai 

bagaimana putusan ini mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap keadilan dan efektivitas sistem 

hukum, serta bagaimana hal ini dapat berdampak pada stabilitas sosial dan ekonomi di masa depan. 

Implikasi jangka panjang dari putusan ini juga perlu diperhatikan, terutama dalam konteks 

praktik bisnis dan kepatuhan hukum di masyarakat. Putusan yang tegas dan jelas dapat memberikan 

sinyal positif kepada pelaku usaha bahwa tindakan melanggar hukum akan mendapatkan 

konsekuensi yang serius. Hal ini dapat mendorong pelaku usaha untuk lebih patuh terhadap 

peraturan dan regulasi yang ada, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan 

berkelanjutan. Sebaliknya, jika putusan dianggap lemah atau tidak memberikan efek jera, hal ini 

dapat mendorong praktik-praktik bisnis yang tidak etis dan melanggar hukum. Dalam jangka 

panjang, hal ini dapat merugikan perekonomian secara keseluruhan, karena dapat menciptakan 

ketidakadilan dan ketidakpastian di pasar. Misalnya, jika pelaku usaha merasa bahwa mereka dapat 

melanggar hukum tanpa konsekuensi yang berarti, mereka mungkin lebih cenderung untuk 

mengambil risiko yang tidak perlu, yang pada akhirnya dapat merugikan konsumen dan masyarakat 

luas. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi potensi dampak jangka panjang dari putusan 

ini terhadap praktik bisnis dan kepatuhan hukum di masyarakat, serta bagaimana hal ini dapat 

mempengaruhi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

Selain itu, dampak sosial dari putusan ini juga dapat terlihat dalam perubahan perilaku 

masyarakat terhadap hukum dan keadilan. Jika masyarakat merasa bahwa putusan ini 

mencerminkan keadilan, mereka mungkin lebih cenderung untuk melaporkan tindakan melanggar 

hukum dan berpartisipasi dalam proses hukum. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran hukum di 

masyarakat dan mendorong individu untuk lebih memahami hak-hak mereka. Misalnya, masyarakat 

yang merasa dilindungi oleh sistem hukum mungkin lebih aktif dalam melibatkan diri dalam 

kegiatan sosial dan ekonomi, yang pada gilirannya dapat memperkuat kohesi sosial. Namun, jika 

putusan ini dianggap tidak adil, masyarakat mungkin merasa apatis terhadap sistem hukum dan 

enggan untuk melibatkan diri dalam proses hukum. Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi 
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bagaimana putusan ini dapat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum, serta 

bagaimana hal ini dapat berdampak pada penegakan hukum di masa depan. Jika masyarakat merasa 

bahwa mereka tidak mendapatkan keadilan, hal ini dapat menciptakan ketidakpuasan yang meluas 

dan mengganggu stabilitas social(Prasetyo, 2010). 

Dampak putusan ini juga dapat berimplikasi pada kebijakan publik dan reformasi hukum di 

Indonesia. Jika putusan ini menunjukkan adanya celah dalam peraturan yang ada atau ketidakadilan 

dalam penerapan hukum, hal ini dapat mendorong pembuat kebijakan untuk melakukan evaluasi 

dan perbaikan terhadap sistem hukum yang ada. Reformasi hukum yang dihasilkan dari analisis 

terhadap putusan ini dapat menciptakan kerangka hukum yang lebih baik dan lebih responsif 

terhadap kebutuhan masyarakat. Misalnya, jika putusan ini mengungkapkan perlunya regulasi yang 

lebih ketat dalam sektor tertentu, hal ini dapat mendorong pemerintah untuk merumuskan kebijakan 

baru yang lebih efektif dalam mencegah tindak pidana ekonomi. Dengan demikian, putusan ini tidak 

hanya berfungsi sebagai penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga dapat 

menjadi titik awal untuk perubahan yang lebih luas dalam sistem hukum dan kebijakan publik di 

Indonesia, yang pada akhirnya dapat meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. 

Secara keseluruhan, dampak sosial dan ekonomi dari putusan pengadilan nomor 

140/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek yang saling terkait. 

Dari konsekuensi bagi penggugat dan tergugat, dampak terhadap masyarakat, hingga implikasi 

jangka panjang bagi praktik bisnis dan kepatuhan hukum, semua elemen ini perlu dianalisis secara 

menyeluruh untuk memahami bagaimana putusan ini mempengaruhi sistem hukum dan masyarakat 

secara keseluruhan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam 

mengenai dampak putusan ini dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum yang 

ada, sehingga dapat menciptakan lingkungan hukum yang lebih adil dan efektif bagi seluruh 

masyarakat. Dengan demikian, hasil dari analisis ini tidak hanya relevan untuk kasus yang sedang 

dianalisis, tetapi juga untuk pengembangan hukum di masa depan, sehingga dapat menciptakan 

sistem hukum yang lebih responsif dan adil bagi seluruh masyarakat. 

Tantangan Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ekonomi 

Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Dianalisis 

Penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi sering kali menghadapi berbagai 

tantangan yang dapat menghambat implementasi putusan pengadilan. Salah satu hambatan utama 

adalah kurangnya sumber daya, baik dalam hal finansial maupun manusia. Banyak lembaga 

penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, beroperasi dengan anggaran yang terbatas, yang 

mengakibatkan kurangnya pelatihan dan fasilitas yang memadai untuk menangani kasus-kasus 

kompleks yang berkaitan dengan tindak pidana ekonomi. Misalnya, dalam banyak kasus, penyidik 

tidak memiliki akses ke alat analisis keuangan yang diperlukan untuk mengungkap aliran dana yang 

mencurigakan. Selain itu, kurangnya jumlah personel yang terlatih dalam bidang ekonomi dan 

keuangan dapat mengakibatkan kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk 

mendukung kasus. Hal ini dapat memperlambat proses penegakan hukum dan mengurangi 

kemungkinan keberhasilan dalam menuntut pelaku tindak pidana ekonomi. Dalam konteks ini, 

tantangan ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dari pemerintah dan lembaga terkait untuk 

meningkatkan kapasitas sumber daya dalam penegakan hukum, termasuk investasi dalam pelatihan 

dan teknologi yang dapat membantu penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka. 
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Korupsi juga menjadi tantangan signifikan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana 

ekonomi. Dalam beberapa kasus, pelaku tindak pidana ekonomi mungkin memiliki koneksi yang 

kuat dengan pihak-pihak tertentu dalam sistem hukum, yang dapat mempengaruhi proses hukum. 

Praktik suap dan kolusi dapat mengakibatkan keputusan yang tidak adil, di mana pelaku tindak 

pidana dapat lolos dari sanksi hukum atau mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Misalnya, ada 

kasus di mana pelaku yang terlibat dalam skandal keuangan besar dapat menggunakan kekuasaan 

dan pengaruh mereka untuk mempengaruhi hasil persidangan. Selain itu, korupsi dapat 

menciptakan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat terhadap sistem hukum, yang pada 

gilirannya dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindakan melanggar hukum. 

Ketidakpercayaan ini dapat menciptakan siklus negatif yang sulit untuk diatasi, di mana masyarakat 

merasa bahwa melaporkan tindak pidana ekonomi tidak akan menghasilkan tindakan yang berarti. 

Oleh karena itu, mengatasi korupsi dalam penegakan hukum adalah langkah penting untuk 

memastikan keadilan dan efektivitas sistem hukum, serta untuk membangun kembali kepercayaan 

masyarakat terhadap lembaga-lembaga hukum(Rusianto, 2017). 

Kendala hukum dan administratif juga dapat muncul dalam proses hukum yang berkaitan 

dengan tindak pidana ekonomi. Misalnya, kompleksitas regulasi yang ada dapat menyulitkan 

penegak hukum untuk mengidentifikasi dan menerapkan peraturan yang tepat dalam kasus tertentu. 

Dalam beberapa kasus, peraturan yang ada mungkin tidak cukup jelas atau tidak mencakup semua 

aspek dari tindak pidana ekonomi, sehingga menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan 

oleh pelaku. Selain itu, proses administrasi yang lambat dan birokratis dapat menghambat 

penegakan hukum, di mana kasus-kasus dapat terjebak dalam proses pengadilan selama bertahun-

tahun tanpa penyelesaian yang jelas. Hal ini tidak hanya merugikan pihak-pihak yang terlibat, tetapi 

juga dapat menciptakan persepsi bahwa sistem hukum tidak efektif dalam menangani tindak pidana 

ekonomi. Misalnya, jika masyarakat melihat bahwa kasus-kasus serupa terus-menerus tertunda 

tanpa kejelasan, mereka mungkin merasa frustrasi dan kehilangan harapan terhadap sistem hukum. 

Oleh karena itu, penting untuk menganalisis kendala-kendala ini dan mencari solusi yang dapat 

mempercepat dan mempermudah proses penegakan hukum, sehingga keadilan dapat ditegakkan 

dengan lebih cepat dan efisien. 

Rekomendasi untuk perbaikan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi 

sangat penting untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum. Salah satu langkah yang dapat 

diambil adalah meningkatkan pelatihan dan kapasitas sumber daya manusia di lembaga penegak 

hukum. Dengan memberikan pelatihan yang lebih baik dalam bidang ekonomi dan keuangan, 

penegak hukum akan lebih siap untuk menangani kasus-kasus yang kompleks dan mengumpulkan 

bukti yang diperlukan. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan anggaran untuk lembaga 

penegak hukum agar mereka dapat memiliki fasilitas dan teknologi yang memadai untuk 

mendukung pekerjaan mereka. Misalnya, investasi dalam perangkat lunak analisis data dan 

pelatihan dalam teknik investigasi keuangan dapat membantu penegak hukum dalam 

mengidentifikasi dan menuntut pelaku tindak pidana ekonomi dengan lebih efektif. Langkah-

langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan 

mendorong lebih banyak individu untuk melaporkan tindakan melanggar hukum, sehingga 

menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil. 

Selain itu, upaya untuk memberantas korupsi dalam sistem hukum harus menjadi prioritas 

utama. Ini dapat dilakukan melalui peningkatan transparansi dalam proses hukum, serta penerapan 
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sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku korupsi, termasuk di kalangan penegak hukum itu sendiri. 

Membangun mekanisme pengawasan yang efektif dan melibatkan masyarakat dalam proses 

pengawasan dapat membantu menciptakan akuntabilitas yang lebih besar dalam sistem hukum. 

Misalnya, pembentukan lembaga independen yang bertugas untuk mengawasi proses hukum dan 

menangani laporan tentang korupsi dapat menjadi langkah yang efektif. Dengan mengurangi 

korupsi, masyarakat akan lebih percaya bahwa sistem hukum dapat memberikan keadilan dan 

melindungi hak-hak mereka. Hal ini juga dapat mendorong pelaku usaha untuk lebih patuh terhadap 

hukum, karena mereka akan merasa bahwa tindakan melanggar hukum tidak akan dibiarkan tanpa 

sanksi, sehingga menciptakan iklim bisnis yang lebih sehat. 

Akhirnya, reformasi hukum yang menyeluruh juga diperlukan untuk mengatasi kendala 

hukum dan administratif yang ada. Pemerintah dan pembuat kebijakan perlu melakukan evaluasi 

terhadap peraturan yang ada dan mengidentifikasi celah-celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh 

pelaku tindak pidana ekonomi. Dengan merumuskan regulasi yang lebih jelas dan komprehensif, 

serta menyederhanakan proses administrasi, penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih 

efisien. Misalnya, pengembangan prosedur yang lebih cepat untuk menangani kasus-kasus tindak 

pidana ekonomi dapat membantu mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai keputusan 

hukum. Selain itu, penting untuk menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap perubahan 

kondisi sosial dan ekonomi, sehingga dapat lebih efektif dalam menangani tindak pidana ekonomi 

di masa depan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana 

ekonomi dapat dilakukan dengan lebih baik, memberikan keadilan bagi masyarakat, dan 

menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan. 

 

KESIMPULAN 

Secara keseluruhan, penerapan hukum dalam putusan pengadilan nomor 

140/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst mencerminkan kompleksitas yang terlibat dalam penanganan kasus 

tindak pidana ekonomi. Melalui analisis yang mendalam terhadap pertimbangan hukum, 

interpretasi hukum, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan, kita dapat memahami 

bagaimana hakim berupaya mencapai keputusan yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik 

penegakan hukum di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum 

yang ada. Rekomendasi untuk perbaikan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi 

sangat penting untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum. Salah satu langkah yang dapat 

diambil adalah meningkatkan pelatihan dan kapasitas sumber daya manusia di lembaga penegak 

hukum. Dengan memberikan pelatihan yang lebih baik dalam bidang ekonomi dan keuangan, 

penegak hukum akan lebih siap untuk menangani kasus-kasus yang kompleks dan mengumpulkan 

bukti yang diperlukan. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan anggaran untuk lembaga 

penegak hukum agar mereka dapat memiliki fasilitas dan teknologi yang memadai untuk 

mendukung pekerjaan mereka. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap sistem hukum dan mendorong lebih banyak individu untuk melaporkan 

tindakan melanggar hukum, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil. 
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